
  

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 12 TAHUN 2017 
  

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGANTIYUH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

Menimbang : 
 

a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan perangkat 

daerah berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 

tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu diadakan 
peninjauan kembali Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat 

Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KeuanganTiyuh 
Di Lingkungan PemerintahKabupaten Tulang Bawang 

Barat. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang 
Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
KeuanganTiyuh Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 



Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
 

7. Undang-UndangNomor 50 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4934); 

 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
45495); 

 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679; 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717; 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terkahir dengann Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  2091); 

 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  2093); 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 
 

 

 
 



23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Tranmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 159); 

 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 4); 

 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

83 Tahun 2015  tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 5); 

 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata 
Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 6); 
 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 
 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 

 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 

 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3); 
 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 
2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang  Barat Nomor 11) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang  
Barat Nomor 67); 

 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat           

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung 
Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 
2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang  Barat Nomor 62); 

 
 
 

 



33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 

17 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 

2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, 
Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala 
Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun 2014 Nomor 17,Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang  Barat Nomor 64); 

 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang  Barat Nomor 67); 

 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor 74); 

 

36. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Daftar Kewenangan Tiyuh Berdasarkan Hak 
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Tiyuh (Berita 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 

Nomor 7); 

 

37. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Tiyuh 

(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 
2015 Nomor 14); 

 

38. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 
2015 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 

Nomor 24); 

 

39. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 
Perangkat Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun 2016 Nomor 7); 

 

40. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 41 Tahun 
2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat 

Daerah(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2016 Nomor 41). 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2015 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGANTIYUH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 
 
 

 

 



Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 

Tahun 2015tentang Pengelolaan KeuanganTiyuh Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
BaratTahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1Bab I Ketentuan Umum diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat. 

4. Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap 
urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh dan pelaksanaan urusan 

pemerintahan Tiyuh dan kelurahan, serta melaksanakan tugas lain sesuai 
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan 

mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan 
yang ditetapkan oleh Bupati berdasarakan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku 

7. Bagian adalah Bagian Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah yang 
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyiapkan bahan dan 

materi penyusunan, perumusan, kebijaksanaan, pembinaan, koordinasi, 
penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum, 
pemerintahan Tiyuh dan administrasi wilayah. 

8. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

9. Tiyuh adalah sebutan lain dari Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat 
yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
10. Pemerintahan Tiyuhadalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Pemerintah TiyuhadalahKepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Tiyuh. 
12. Kepalo Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih langsung 

oleh penduduk tiyuh melalui Pemilihan Kepalo Tiyuh. 

 



13. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 
Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 
14. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh. 
15. Pengelolaan Keuangan Tiyuh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung 
jawaban keuangan Tiyuh. 

16. Rencana Kerja Pemerintah Tiyuhyang selanjutnya disebut RKP Tiyuh, 

adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disebut APB 

Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh. 
18. Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

19. Alokasi Dana Tiyuh yang selanjutnyadisebut ADT adalah sebagian dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus. 
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Belanja   Negara,   Anggaran   Pendapatan   Belanja  Desa 

Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kabupaten/Kota. 
21. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh 

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan Tiyuh. 

22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Tiyuh yang selanjutnya disingkat 

PTPKT adalah unsur perangkat Tiyuh yang membantu KepaloTiyuh untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan Tiyuh. 

23. Sekretaris Desa selanjutnya disebut Juru Tulis adalah bertindak  selaku  
koordinator  pelaksanaan pengelolaan keuangan Tiyuh. 

24. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kepala Urusanadalah unsur  dari 

pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. 
25. Bendahara adalah unsure staf secretariat Tiyuh yang membidangi urusan 

administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Tiyuh. 

26. Rekening Kas Tiyuh adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Tiyuh yang menampung seluruh penerimaan Tiyuh dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Tiyuh pada Bank yang 
ditetapkan. 

27. Penerimaan Tiyuh adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan 

Tiyuh yang masuk ke APB Tiyuh melalui rekening kas Tiyuh. 
28. Pengeluaran Tiyuh adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Tiyuh 

melalui rekening kas Tiyuh. 

29. Surplus Anggaran Tiyuh adalah selisih lebih antara pendapatanTiyuh 
dengan belanja Tiyuh. 

30. Defisit Anggaran Tiyuh adalah selisih kurang antara pedapatan Tiyuh 
dengan belanja Tiyuh. 

31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 



32. Peraturan Tiyuh adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Tiyuh. 
 

2. Ketentuan Pasal 56 Bab III Pembinaan Dan Pengawasan Non Pengelolaan 
Keuangan Tiyuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 56 

(1) Pemerintah Provinsi wajib membina danmengawasi pemberian   dan 

penyaluran Dana Tiyuh, Alokasi Dana Tiyuh, dan Bagi hasil Pajak dan 

Retribusi  Daerah dari Kabupaten kepada Tiyuh. 

(2) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 

pengelolaan keuangan Tiyuh. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Administrasi Wilayah 

Sekretariat Daerah. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Badan 

Permusyawaratan Tiyuh dan/atau Inspektorat Daerah. 

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengawasan 
yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

 
 Ditetapkan di Panaragan  

 pada tanggal  3 Januari 2017 

PENJABAT BUPATI 
TULANG BAWANG BARAT, 

 
      Dto. 
 
 

   ADEHAM 

Diundangkan di Panaragan 

pada tanggal  3 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

 
Dto. 

 
HERWAN SAHRI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 
NOMOR 12 

 
 

 



Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 
 

 
 

 

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
Pembina 

NIP. 19770409 200212 1 008 
 


